PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 5 TAHN 1964
TENTANG
PEMBER AN PENGHARGAAN TUNDANGAN KEPADA PENR NTT S
PERCERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

bahwa di pandang perlu untuk neninjau kenbali dan menyesuai kan ket ent uan-
ketentuan yang termaksud dalam Peraturan Presiden No. 20 tahun 1960
sebagai nana kenudi an di ubah dan ditanbah dengan Peraturan Presiden No. 15
tahun 1961 tentang Penberian Penghargaan/ Tunjangan kepada Perintis
Per ger akan Kebangsaan/ Kener dekaan dengan keadaan sekarang karena di antara
nereka banyak yang telah lanjut usianya dan hidup dal am keadaan sukar,
sehi ngga perlu diberi jamnan yang | ayak;

Mengi ngat :

pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

Mendengar :

Wki| Perdana Menteri 11, Menteri Koordi nator Konpartenen Keuangan, Menteri

Koordi nator Konpartenen Kesejahteraan, Menteri Koordinator Konpartenen
Hukum dan Dal am Negeri, Menteri Sosial, Menteri Kehaki man, Menteri U usan
Bank Sentral, Menteri Anggaran Negara dan Menteri/Panglima Angkatan
Kepol i si an;

MEMUTUSKAN

Dengan nencabut Peraturan Presiden No. 20 tahun 1960 dan No. 15 tahun 1961
tentang Penberian Penghargaan/ Tunjangan kepada Perintis Pergerakan
Kebangsaan/ Kener dekaan (Lenbaran-|enbaran Negara tahun 1960 No. 101 dan
tahun 1961 No. 279);

Menet apkan:
Peraturan Presiden tentang Penberian Penghar gaan/ Tunj angan kepada Perintis
Per ger akan Kebangsaan/ Kener dekaan.

Pasal 1.

Yang di naksudkan dengan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kenerdekaan
dalam peraturan ini, selanjutnya disebut Perintis, ialah nereka yang
nenenuhi ket entuan-ketentuan di  bawah ini serta yang kenudian tidak
nenent ang Republ i k | ndonesi a:

a. nereka yang nenjadi Pem npi n pergerakan yang nenbangkit kan kesadaran
kebangsaan/ kener dekaan, dan/at au

b. nereka yang pernah nendapat hukunan dari Penerintah Kol onial karena
giat dan aktif dal am pergerakan kebangsaan/ kenerdekaan dan/ at au

C. anggot a-anggota Angkatan Bersenjata dal am ikatan kesatuan secara

teratur, yang gugur atau nendapat hukunan sekurang- kurangnya 3 bul an
karena berj uang nel anan Penerintah Kol oni al, dan/atau

d. nereka yang terus nenerus secara aktif nenentang Penerintah Kol oni al
sanpai saat Prokl anmasi Kenerdekaan |ndonesia pada tanggal 17 Agustus
1945.



Pasal 2.

(1) Kepada seorang Perintis dapat diberikan tunjangan berupa uang sebagai
penghar gaan Penerintah untuk sel ana hi dupnya, bai k atas per m nt aannya
sendiri naupun atas permntaan fihak |ain dengan persetujuan fihak
yang bersangkutan yang diajukan kepada Menteri Sosial dengan
perantaraan Menteri Dalam Negeri, sedang bagi anggota-anggota
ber senj at a per nohonan di aj ukan dengan perantaraan Menteri Koor di nat or
Konpar t enen Per t ahanan/ Keananan.

(2) Tunjangan tersebut diberikan oleh Menteri Sosial, setelah nendengar
perti nbangan dan nasehat dari Menteri Dalam Negeri atau Menteri
Koor di nat or Konpart emen Pert ahanan/ Keamanan.

(3) Besarnya tunjangan ditetapkan sedikit-dikitnya Rp. 500,- dan
sebanyak- banyaknya Rp. 1.250,- terhitung nulai tanggal satu dari
bul an beri kut setel ah diterimanya surat pernohonan ol eh instansi yang
ber wenang.

(4) Tunjangan dihentikan jika ternyata Perintis yang bersangkutan
nenent ang Penerintah Republ ik | ndonesi a yang sah.

Pasal 3.

Ji ka seorang Perintis neninggal dunia kepada janda atau ahli warisnya
di beri kan tunj angan sekal i gus sebanyak tiga kali tunjangan ternaksud dal am
pasal 2.

Pasal 4.

Kepada janda Perintis yang tidak nenikah l|agi dapat diberikan
tunj angan separuh dari juntah tunjangan yang di beri kan kepada suam nya.

Pasal 5.

Kepada Perintis vyang telah neninggal dunia sebelum nenerina
penghar gaan ber dasarkan peraturan-peraturan yang berlaku atas perm ntaan
anaknya, dapat di beri kan surat tanda penghargaan Perintis secara anunerta.

Pasal 6.

Dal am nel aksanakan Peraturan Presiden ini, Mnteri Dalam Negeri,
Menteri Koordinator Konpartinen Pertahanan/Keananan serta Menteri Sosial
di bantu ol eh sebuah Badan Pertinbangan yang terdiri sebanyak-banyaknya dari
7 orang anggota yang diangkat oleh Presiden atas usul Mnteri yang
ber sangkut an.

Pasal 7.

Kepada Perintis yang pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini
tel ah nendapat penghargaan dengan surat keputusan Menteri Sosial tanpa
uang, dapat diberikan tunjangan penghargaan dengan uang, kecuali bila
nereka nyat a- nyata tidak nenghendaki nya.

Pasal 8.



(1) Semua permohonan vyang belum nenperoleh keputusan berdasarkan
Peraturan Presiden No. 20 tahun 1960 jo No. 15 tahun 1961
di sel esai kan nenurut peraturan-peraturan tersebut sej auh-jauhnya
sanpai tanggal 17 Septenber 1960.

(2) Semua tunjangan yang telah diberikan kepada Perintis berdasarkan
per at ur an- per at uran yang terdahul u di sesuai kan dengan tunjangan yang
di t et apkan dal ampasal 2 ayat (3).

Pasal 9.
Pel aksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Sosi al .
Pasal 10.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan
berl aku surut hingga tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a
Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 NMaret 1964.
Presi den Republ i k | ndonesi a.

Tt d.
SUKARNO

DO undangkan di Jakarta

pada tanggal 26 NMaret 1964.

Sekretaris Negara,

Tt d.
MOHD, | CHSAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN No. 5 TAHUN 1964
TENTANG

PEMBER AN PENGHARGAAN TUNDJANGAN KEPADA
PER NIl S PERCERAKAN KEBANGSAAN
KEMERDEKAAN

UMM

Negara Republ i k | ndonesi a yang nerdeka dan berdaul at itu adal ah hasi |
perjoangan seluruh rakyat |Indonesia yang dipelopori oleh para Perintis
Per ger akan Kebangsaan/ Kenerdekaan  sejak  ber-tahun-tahun  dengan
nenpertaruhkan segenap jiwa raga, harta dan benda sehingga tidak sedikit
dari nereka itu gugur dari nenderita dal am nenghadapi kekuatan Penerintah
] @ ahan.

Karena itu sudah sewg arnyal ah jika Penerintah nenberi kan penghar gaan
dan tunjangan kepada nereka atas jasa-jasa dan pengorbanannya di masa



[ anpau. Wntuk ini Penerintah telah i-nengel uarkan berturut-turut Peraturan
Penerintah No. 39 tahun 1958, Peraturan Presiden No.20 tahun 1960 dan
Peraturan Presiden No. 15 tahun 1961.

Meski pun dem ki an ol eh penerintah hal tersebut bel umdirasakan sesuai
karena peraturan-peraturan tersebut |ebih ditunjukan senata-nmata kepada
para Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kenerdekaan yang nenderita kesukaran
hi dup dem ki an pul a besarnya tunj angan yang di beri kan terbatas sekali .

Berhubung dengan itu Penerintah nemutuskan untuk rmengel uarkan
peraturan yang |ebi h sesuai dengan penberian penghargaan yang | ebi h besar
kepada segenap Perintis Kebangsaan/ Kenerdekaan baik sipil naupun bekas
anggot a bersenj ata sel ama hi dupnya tanpa nel i hat keadaan penghi dupannya.

PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.

a. Qukup j el as

b. Yang di naksudkan dengan "hukurman" adal ah yang dijatuhkan dengan
put usan pengadi | an kol onial, ternasuk pula penbuangan ke DO gul/atau
tenpat-tenpat |ain.

C. Yang di maksudkan dengan "Anggota Angkatan Bersenjata' yal ah nereka
yang dijanman penjajahan tergabung di dalam sesuatu Kesatuan
Bersenjata Kolonial dan nelawan Penerintah Kolonial, msalnya
Penber ont akan Kapal M1 dan PETA Blitar.

d. Cengan ayat ini di naksudkan nereka yang sekurang- kurangnya nenj abat
pengurus cabang sesuatu partai politik, aktif selama 20 tahun
terhitung nundur dari tanggal 17 Agustus 1945, dengan pengertian
bahwa selama 20 tahun itu boleh juga adakal anya nereka di dal am
keadaan non-aktif untuk senentara, akan tetapi kenudi an segera aktif
kenbali dan setelah proklanasi Kenerdekaan tanggal 17 Agustus 1945
ti dak bernoda terhadap Negara.

Pasal 2.
Ayat 1: Qukup | el as.
Ayat 2 Qukup | el as.
Ayat 3: Senmul a besarnya tunjangan bul anan adal ah Ro. 300,- sanpai Rp.
750,-. Dengan Peraturan Presiden ini besarnya tunjangan itu
di nai kkan hingga Rp. 500,- sanpai Rp.1.250,- mulai tanggal 1
Mei 1963.

Tunj angan-tunj angan yang telah terlebih dulu diberikan, perlu
di nai kkan juga sehingga sesuai dengan jumah baru itu, nulai
tanggal 1 Mei 1963.

Ayat 4: Qukup | el as.

Pasal 3.

|amana pada waktu neninggal Perintis Kenerdekaan itu tidak ada
| andanya, maka tunjangan sekaligus itu diberikan kepada ahli
war i snya/ anaknya.

Dengan ahli waris di sini dinaksudkan seseorang anggota kel uarganya
yang nengur us pengubur annya.

Tunjangan tersebut dapat dibayarkan tanpa nenerlukan sesuatu
keput usan dari Menteri Sosial .



Pasal 4.

Kepada janda Perintis yang tidak nenikah lagi, atas perm ntaannya
dapat diberikan tunjangan separuh dari juntah tunjangan yang diberikan
kepada suam nya.

Tunj angan i ni di beri kan dengan Keputusan Menteri Sosial .

Kepada janda ini tidak diberikan tunjangan tiga bulan sekaligus
apabi | a i a kel ak neni nggal duni a.

Pasal 5.
Qukup j el as

Pasal 6.
Qukup j el as,

Pasal 7.

Kepada mnereka dapat diberi kan tunjangan berupa uang nul ai sej auh-
jauhnya tanggal 1 Mei 1963.

Pasal 8
Qukup j el as.

Pasal 9.
Qukup j el as.
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